BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BUPATI MANDAILING NATAL,

| Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribuisi Daerah, Peninjauan
tarif Retribusi dilakukan dengan memperheatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian yang ditetarrkan dengan peraturan
kepala daerah;

’Fv b. bahwa tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang telah

ditentukan pada. Pasal 50 Peraturan Dacrah Nomor 9 tentang
Retribusi Jasa Usaha perlu ditinjau s=esuai dengan kondisi
- perekonomian masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai nana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan P raturan Bupati tentang
Pengelolaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun -2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 teatang Jalan (Lembgran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Jomor 132, Tambaghan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo1 4444); ’




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik ]| ndonesm Nomor
5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeral dan
Retribusi Daerah (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalu Lintas Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan
dan Pengemudi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1990 tentang
Pedoman Pengelok an Perparkiran di Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993
tentang Fasilitas Parkir Umum; ‘

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten

Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 2); '

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomeor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 11 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tghun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Tahun 2011 Nomor 11);

X



MEMUTUSKAN :

| \ _
Menetapkan : PERATURAN BUPATI  TENTANG PENGELOLAAN  RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otcnomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang -~ undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan perundang — undangan. ‘

7. Peraturan Bupati adalah Paraturan Bupati Mandailing Natal.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yahg melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi PerS(lc;roan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Millik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk spapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi
Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.

9, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

" khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah' Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang |capat

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa uscha dan pelayanav@ yang
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. JQ




11.

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retr busi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang r;erupakan batas waktu

~ bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terhutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingket STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan .
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan wuntuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana i bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang . isediakan Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi;

a.

b.

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang bel.im disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.

"
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Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Bupati ini adalah Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Dazrah.

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi
sebagai pembayaran | atas |;penjualan hasil produksi usaha Pemerintaah
Daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Penjualan’ Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ‘Pasal 3 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintahan
Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak
Swasta. |

Pasal 6

(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan jasa penjualan prelruksi usaha daerah.

(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daeran adalah orang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk
pemungut atau pemotong retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau benih tanaman,
bibit, ternak dan bibit atau benih ikan.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ditetapkan sebesar 90 % (sen;;r bilan puluh persen) dari harga dasar.
|

Pasal 9

Retribusi Penjualan Produksj Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah
daerah tempat Penjualan Pro/iuksi Usaha Daerah.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha
dldasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. A, '



(2)

Keuntungém yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efesient dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 11
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjau tarif Retribusi’sebagairﬁana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

' BABIV
PENYIDIKAN
Pasal 12

Pejabat Pegawail Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana. :

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -
undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari,mengumpulkan , dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari,dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan'tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindakan pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;

d. memeriksa  buku, catatan dan dokumen lain berkeraan dengan
tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :

1) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi,

2) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang
dibawa;

3) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;

4) memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;



5) menghentikan penyidikan; dan/atau

6) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana -di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang — undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum

Acara Pidana. |

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

‘Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan

CHAR PENAﬂGGUN‘ﬁ?J.’\WAB : pada tanggal 20 April 2012
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Diundangkan di Panyabungan.
€" "jada tanggal 20 April 2012
i

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR




5) menghentikan penyidikan; dan/atau

6) mélakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang - undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Hukum
Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 20 April 9012

BUPATI MANDAILING NATAL,

M. HIDAYAT BATUBARA

Diundangkan di Panyabungan.
C':)ada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUP
MANDAILING NATAL,

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2012 NOMOR




